PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 1995
TENTANG

BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATASBARANG MEWAH DAN PAJAK
PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK
PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH

ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Proyek Pemerintah

Mengingat : 1.

yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri,
dipandang perlu memberikan kemudahan di bidang kepabeanan dan

perpajakan;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur

tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pgjak Pertambahan
Nila dan Pgak Penjuadan Atas Barang Mewah dan Pgak
Penghasilan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang
dibiaya dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri dengan
Peraturan Pemerintah;

Pasal 5 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945;

Indische Tariefwet (Staatsblad Tahun 1873 No0.35) sebagaimana
telah diubah dan ditambah;

Rechten Ordonnantie (Staatsblad Tahun 1931 No0.471) sebagaimana
telah diubah dan ditambah;

4. Undang-...
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4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3566);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3567);

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nila Barang dan Jasa dan Pgak Penjualan Atas Barang Mewah
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan
Atas Impor (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3384);

8. Peraturan...



